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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Koperasi Simpan Pinjam Syariah  

1. Pengertian Koperasi Syariah 

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata 

latin yaitu, cum yang berarti dengan, dan apareri yang berarti kerja. Dari dua 

kata ini dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah co dan operation yang 

dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah Cooperation veregening yang 

berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu.sedangkan secara etimologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau 

organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja 

sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahtraan anggota atas 

dasar sukarela secara kekeluargaan.
15

 

Istilah bekerja sama berdasarkan atas asas kekeluargaan, secara 

otentik juga digunakan dalam konstitusi negara UUD 1945 sebagai tipologi 

sistem perekonomian nasional. Dalam penjelasannya, istilah usaha bersama 

berdasarkan atas asas kekeluargaan disebut koperasi. Dalam undang-undang 

25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa yang dimaksud koperasi adalah badan 

usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekluargaan.
16
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Dalam perjalanannya koperasi yang sebanrnya sangat sesuai dengan 

jiwa bangsa Indonesia justru perkembangannya tidak mengembirakan. 

Koperasi yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi 

kerakyatan justru hidupnya timbul tenggelam, sekalipun pemerintah telah 

berjuang keras untuk menghidupkan dan memberdayakan koperasi di tengah-

tengah masyarakat. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh oleh badan 

hukum koperasi melalui berbagai fasilitas, namun tidak banyak mengubah 

kehidupan koperasi itu sendiri.
17

  

2. Dasar Hukum Koperasi 

 Dalam islam misi yang diemban koperasi yaitu kebersamaan 

merupakan salah satu diantara nilai penting yang dapat menumbuhkan sikap 

tenggang rasa dan persaudaraan diantara sesama. Karena itu koperasi dalam 

ayat Al-Qur’an mendapat Justifikasi dengan legitimasi normatif-teologis.
18

 

dan salah satu ayat Al-Qur’an yang dijelaskan pada surat Al-Maidah:2 

yaitu:
19

   

  

َٓبَٰٚٓ ُٚ ٍَٱ أَ ِّٱ ئِسَشَعَٰٓ تُحِهُٕاْ نَب ءَايَُُٕاْ نَرِٚ  َٔنَبٓ ئِدَقَهَٰٓنۡٱ َٔنَب ََ٘ٓدۡنۡٱ نَبَٔ حَسَاوَنۡٱ سَنشَّٓۡٱ َٔنَب نهَ

ٍَءَآ ٌََٚجۡ حَسَاوَنۡٱ تَجَٛۡنۡٱ يِٛ ِٓىۡ يٍِ اٖ  مفَضۡ تَغُٕ   ٢ .....اٖ  ٌَٰٕضَۡٔزِ زَثِ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-

syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan 

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang 

mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya.....(2). (QS. Al-

Maidh:2). 
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3. Sumber-Sumber Dana Koperasi dan Jenis-jenis Koperasi 

Sumber dana merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan 

koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para 

anggotanya. Bagi anggota koperasi yang kelebihan dana diharapkan untuk 

menyimpan dananya di koperasi dan kemudian oleh pihak koperasi 

dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan dana dan jika 

memungkinkan koperasi juga dapat meminjamkan dananya kepada 

masyarakat luas.   

Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang 

sebagai sumbangan pokok anggota, disamping itu ditetapkan pula sumbangan 

wajib kepada para anggotanya. Kemudian sumber dana lainnya dapat 

diperoleh dari berbagai lembaga baik pemerintah maupun lembaga swasta 

yang kelebihan dana.  

Secara umum sumber dana koperasi berupa: 

1) Dari para anggota koperasi berupa 

a. Iuran wajib  

b. Iuran pokok 

c. Iuran sukarela 

2) Dari luar koperasi 

a. Badan pemerintah 

b. Perbankan  

c. Lembaga swasta lainnya.  

Pembagian keuntungan diberikan kepada para anggota sangat 

tergantung kepada keaktifan para anggotanya dalam meminjamkan dana. 
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Sebagai contoh dalam koperasi simpan pinjam semakin banyak seorang 

anggota meminjam sejumlah uang, maka pembagian keuntungan akan lebih 

besar dibandingkan dengan anggota yang tidak meminjam, demikian pula 

sebaliknya.
20

 

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan 

kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang 

mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. 

Perbedaan kepentingan ini menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa 

jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut. 

Jenis- jenis koperasi berdasarkan bidang usahanya terdiri dari:  

1) Koperasi konsumen 

2) Koperasi produsen 

3) Koperasi jasa 

4) Koperasi simpan pinjam
21

 

4. Prinsip-Prinsip Koperasi 

Adalah pedoman bagi koperasi - koperasi dalam melaksanakan nilai-

nilai koperasi dalam praktik. Dan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut: 

a. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka. 

Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua 

orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima 

tanggung jawab keanggotaannya, tanpa membedakan jenis kelamin, latar 

belakang sosial, ras, politik dan agama.  
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b. Pengawasan demokratis oleh anggota 

  Koperasi adalah organisasi yang demokratis yang diawasi oleh 

para anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat 

keptusan. Pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung 

jawab kepada rapat anggota.  

c. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi 

Para anggota memberikan kontribusi permodalan koperasi secara adil 

dan melakukan pengawasan secara demokratis (Terhadap modal tersebut).  

d. Kerja sama antar koperasi 

Koperasi melayani anggotanya secara kolektif dan memperkuat 

gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui organisasi koperasi tingkat 

lokal, nasional, regional dan internasional. 

e. Kepedulian terhadap masyarakat 

Koperai melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat 

sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebiajakan yang 

diputuskan oleh rapat anggota.
22

   

5. Fungsi, Peran dan Tujuan Koperasi 

Dalam BAB II, bagian kedua, pasal (3) UU. No. 25 Tahun 1992 

tentang perkoprasian, tentang tujuan koperasi Indonesia seperti berikut: 

“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat 

pada umumnya serta ikut membangun tetenan perekonomian nasional dalam 

rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.  

 

Di dalam pasal (4) UU. No. 25 Tahun 1992, diuraikan fungsi dan peran 

koperasi Indonesia adalah sebagai berikut: 
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a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. 

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 

kehidupan manusia dan masyarakat. 

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai pedomannya. 

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
23

 

e. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja 

f. Memeperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih 

amanah, profesional (Fathonah), konsisten dan konsekuen (istiqomah) 

didalam menetapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip 

syari’ah islam. 

6. Keuntungan Koperasi 

Keuntungan dari koperasi adalah bunga yang dibebankan kepada 

peminjam. Semakin banyak uang yang disalurkan akan memperbesar 

keuntungan koperasi. Disamping itu, keuntungan lainnya adalah 

bmemperoleh biaya-biaya administrasi yang dibebankan kepada peminjam. 

Kemudian keuntungan juga dapat diperoleh dari hasil investasi lain yang 
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dilakukan diluar kegiatan peminjaman misalnya penempatan uang dalam 

bidang surat-surat berharga.  

Pembagian keuntungan didalam koperasi simpan pinjam diberikan 

utama bagi peminjam yang tidak pernah lalai dalam memenuhi kewajibannya. 

Keuntungan akan diberikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam dalam suatu 

periode. Semakin besar pinjaman, maka pembagian keuntungannya pun 

semakin besar pula, demikian pula sebaliknya.  

Dapat disimpulkan bahwa keuntungan koperasi adalah sebagai 

berikut: 

1) Biaya bunga yang dibebankan kepada peminjam. 

2) Biaya administrasi setiap kali transaksi. 

3) Hasil investasi di luar kegiatan koperasi.
24

 

B. Tinjauan tentang Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syari’ah dalam menyalurkan 

dana kepada pihak lain selain bank bank berdasarkan prinsip syari’ah. 

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan 

yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Menurut Undang-

Undang perbankan No. 10 tahun 1998 :  

“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 
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bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setlah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.
25

   

2. Unsur-Unsur Pembiayaan 

 Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas 

kredit atau pembiayaan sebagai berikut: 

1) Kepercayaan 

Suatu keyakinan dalam pemberian pembiayaan bahwa pembiayaan 

yang diberikan berupa (Uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima 

kembali dimasa tertentu diama yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan 

oleh pihak lembaga, diaman sebelumnya sudah dilakukan penelitian 

penyelidikan tentang calon anggota baik secara intern atau eksteren.  

2) Kesepakatan 

Disamping unsur percaya didalam pembiayaan juga mengandung 

unsur kesepakatan antara sipemberi pembiayaan dengan sipenerima 

pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana 

masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.  

3) Jangka waktu 

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, 

jangka waktu ini mencangkup masa pengembalian pembiayaan yang telah 

disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentu jangka pendek, ataupun 

jangka panjang bahkan jangka menengah. 
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4) Risiko 

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu 

resiko tidak tertagih/macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu 

pembiayaan semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya.  

5) Balas jasa 

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut 

yang kita kenal dengan nama bunga. Balas ajasa dalam bentuk bunga dan 

biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan suatu lembaga yang 

bersangkutan. Dan untuk bank atau lembaga yang berdasarkan prinsip 

syari’ah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.
26

 

3.   Tujuan Pembiayaan  

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok 

yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk 

tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:  

1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses 

secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan 

akses ekonomi.  

2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan 

usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh 

melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan 

kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan. 
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3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan 

peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.  

4) Membuka lapangan kerja yang baru, artinya dengan dibukanya sektor - 

sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha 

tersebut akan menyerap tenaga kerja.  

5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif 

mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh 

pendapatan dari hasil usahanya.  

6) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif 

mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh 

pendapatan dari hasil usahanya.  

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk : 

a) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki 

tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha 

menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat 

menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang 

cukup.  

b) Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar 

mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu 

meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal 

usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.  

c) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat 

dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam 
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dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber 

daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal 

tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, 

pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-

sumber daya ekonomi.  

d) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ada 

pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. 

Dalam kaitan dalam masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat 

menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan 

dana dari pihak yang kelebihan dana (surplus) kepada pihak yang 

kekurangan dana (minus).
27

 

Pembiayaan ini antara lain adalah pembiayaan dengan prinsip bagi 

hasil (mudharabah), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal 

(musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa 

murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan 

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak lain (ijarah wa 

iqtina).
28

 

Beradasarkan pengertian diatas, maka unsur-unsur pembiayaan 

adalah:  

1) Adanya pihak yang memberi pinjaman (kreditur) 

2) Adanya pihak yang meminjam (debitur)  
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3) Adanya objek yang dipinjamkan 

4) Ada unsur perjanjian 

5) Adanya batas waktu tertentu 

6) Adanya unsur kesepakatan dalam perjanjian 

Menurut penggunaan dana oleh nasabah (debitur), pembiayaan 

dapat dibagi menjadi:  

1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk 

meningkatkan usaha, baik usaha produksi, pedagangan, maupun 

investasi. Pembiayaan produktif ini dibagi lagi menjadi 

pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. 

2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan.
29

 

Dasar Al-Qur’an, Hadits dan Ijma berkaitan dengan aspek 

hukum ini dapat disampaikan antara lain: 

َٓبَٰٚٓ ُٚ ٍَٱ أَ ٕٓ نَرِٚ   ٢٨٢ ...تُجُُِٕۚكۡٲفَ ٖٖ  يُسَىّ ٖ  أَجَم إِنَٰٗٓ ٍٍثِدَٚۡ تَدَاَُٚتُى إِذَا اْءَايَُُ

  Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya... “ (QS. Al-Baqarah [2]: 282).
30
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C. Pembiayaan Murabahah.  

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah  

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual 

menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual 

kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan 

sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya 

dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan 

antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan keuntungan.
31

 

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan 

syari’ah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim 

dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, 

murabahah berarti suatu penjualan barang seharga penjualan barang tersebut 

ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang 

lalu menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar 

keuntungan tersebut dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam 

bentuk persentase dari harga pembeliannya misalnya 10% atau 20%.
32

 

Dalam pelaksanaanya, pembiayaan murabahah juga dapat diberikan 

kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku 

dan bahan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan, 

seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya lain-

lainya, dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai lamanya perputaran modal 
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kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku sampai terjualnya 

hasil produksi dan penjualan diterima dalam bentuk tunai.
33

  

Jadi jual beli murabahah adalah akad jual beli barang dengan 

menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh 

penjual dan pemebli. Dalam definisinya dalam pembiayaan murabahah 

terdapat keuntungan yang disepakati, oleh karena itu dalam pembiayaan ini 

penjual harus memberi tahu kepada pembeli terkait harga pembelian barang 

dan menyatakan jumlah keuntu7ngan yang ditambahkan pada biaya 

tersebut.
34

 

2. Landasan Hukum Murabahah. 

Ayat Al-Qur’an menjadi landasan hukum murabahah diantaranya 

adalah:  

1) QS. Al-Baqarah ayat 275:
35

 

ُّٱ َٔأَحَمَ   ٢٧٢ .... اْۚنسِثَٰٕٱ َٔحَسَوَ عَجَٛۡنۡٱ نهَ

Artinya: “ Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba “.   

 

2) QS. An-Nisa’ ayat 29, yaitu:
36 

َٓبَٰٚٓ ٍَٱ أَُٚ ٕٓتَأۡ نَب ءَايَُُٕاْ نَرِٚ ٌَ أٌَ إِنَبٓ طِمِجَٰنۡٲثِ َُكُىثَٛۡ نَكُىَٰٕأَيۡ اْكُهُ  عٍَ سَحًتِجَٰ تَكُٕ

ٕٓتَقۡ َٔنَب يُِكُىۡۚ ٖ  تَسَاض ٌَ أََفُسَكُىۡۚ اْتُهُ َّٱ إِ ٌَ نهَ   ٢٩ اٖ  زَحِٛى ثِكُىۡ كَب

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

(QS. An-Nisa’(29)) 
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Al-Qur’an bagaimanapun tidak pernah secara langsung membicarakan 

tentang murabahah, meski dalam Al-Qur’an terdapat sejumlah acuan tentang 

jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Demikian pula nampaknya tidak ada 

hadits yang memiliki rujukan langsung masalah murabahah ini.
37

 

Ulama madzhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung 

terkait dengan transaksi jual-beli dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait 

dengan transaksi tersebut. Ulama madzhab Syafi’i dan Ulama madzhab 

Hanafi membolehkan membedakan biaya-biaya yang secara umum timbul 

dalam suatu transaksi jual-beli, namun madzhab Hanafi tidak membolehkan 

biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh penjual. Sedangkan 

madzhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak 

langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus 

dibayarkan kepada pihak ketiga akan menambah nilai barang yang dijual.
38

 

3. Rukun dan Syarat Murabahah  

a) Rukun Murabahah 

1) Ba’i (penjual) 

2) Musytari (pembeli) 

3) Mabi’ (barang yang diperjual belikan) 

4) Tsaman (harga barang) 

5) Ijab qobul (pernyataan serah terima) 
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b) Syarat Murababahah 

1) Syarat yang berakad (ba’i dan musytari) cakap hukum dan tidak dalam 

keadaan terpaksa. 

2) Barang yang diperjual belikan (mabi’) tidan termasuk barang yang 

haram dan jenis maupun jumlahnya jelas. 

3) Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga 

pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan 

dengan jelas.  

4) Pernyataan serah terima (ijab qobul) harus dengan jelas menyebutkan 

secara spesifik pihak-pihak yang berakad.
39

  

Murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syari’ah. Salah 

satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari 

penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem murabahah juga 

sangat sederhana.
40

  

D. Tahap-Tahap Pemberian Pembiayaan 

Proses pemberian pembiayaan merupakan suatu cara untuk mengatur 

tahapan atau langkah-langkah dalam mendapatkan data diri calon debitur yang 

diperlukan dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Sebelum menerima 

pengajuan pembiayaan dari debitur, para kreditur harus berusaha 

mengumpulkan data debitur, baik melalui data langsung dari debitur sendiri 

ataupun yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak, dan 

investigasi terhadap aspek-aspek penunjang lainnya. 
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Adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan 

analisis pembiayaan adalah: 

1) Tahap Persiapan 

Tahap ini merupakan tahap pemulaan dengan maksud untuk saling 

mengetahui informasi calon debitur dengan bank, terutama calon debitur yang 

baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada lembaga keuangan yang 

bersangkutan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara 

secara umum. Dalam tahap ini juga diberikan informasi umum kepada calon 

debitur.    

2) Analisis dan Penilaian Kredit/Pembiayaan 

Dalam tahap ini dilakukan penilaian yang mendalam tentang keadaan 

usaha atau proyek permohonan pembiayaan. Penilaian tersebut meliputi 

sebagai aspek yang umumnya terdiri dari:   

a) Aspek Manajemen dan Organisasi, yaitu pada dasarnya hendaknya 

calon debitur merupaka seorang yang mempunyai keahlian yang cukup 

tentang bidang yang digeluti dan struktur organisasi usahanyapun 

hendaknya cukup jelas. 

b) Aspek Pemasaran, yaitu prospek pemasaran barang atau jasa sebagai 

produk dari usaha calon debitur baik. 

c) Aspek Teknis, yaitu terkait dengan peralatan dan tekhnologi yang 

digunakan adalah efektif dan efisien. 
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d) Aspek Keuangan, yaitu dengan melihat dari perhitungan keuanganya, 

sehingga dapat diketahui apakah calon debitur bisa memenuhi segala 

kewajibannya.  

e) Aspek Hukum atu Legalitas, yaitu terkait dengan legalitas suatu usaha 

yang akan menerima pembiayaan.  

f) Aspek Sosial-Ekonomi, yaitu usaha yang dibiayai bisa menyerap tenaga 

kerja dan sebisa mungkin tidak merusak lingkungan sekitar.
41

 

3) Analisis Pembiayaan dalam Praktik 

  Analisis pembiayaan atau penilaian yang dilakukan oleh Account 

Officer dari satu lembaga keuangan yang level jabatanya sebegai level seksi 

atau bagian atau bahkan Committee (tim) yang tugasnya untuk menganalisis 

permohonan pembiayaan. 

  Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang 

diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus 

diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai dengan 

perjanjian antara bank dan customer sebagai penerima dan pemakai 

pembiayaan. Hal ini seperti yang terdapat dalam QS. Ali Imran [3]: 75 sebagai 

berikut:
42

 

ِِ ٖ  ثِقُِطَبز ُّيَُۡتَأۡ إٌِ يٍَۡ تِكِتَٰنۡٱ مِأَْۡ َٔيٍِۡ۞  ُّيَُۡتَأۡ إٌِ يٍَۡ ُٓىَٔيُِۡ كَإِنَٛۡ ٓۦُٚؤَدِّ

ِِ نَب ٖ  ثِدَُِٚبز  فِٙ َُبعَهَٛۡ سَنَٛۡ قَبنُٕاْ ُٓىۡثِأَََ نِكَذَٰ اٖۗ  ئِىقَبٓ ِّعَهَٛۡ تَدُّيۡ يَب إِنَب كَإِنَٛۡ ٓۦُٚؤَدِّ

ِٙنۡٱ ٌَ ٖ  سَجِٛم ٌَأُيِ َٚقُٕنُٕ ِّٱ عَهَٗ َٔ ُْىۡ كَرِةَنۡٱ نهَ ٌََٚعۡ َٔ ًُٕ   ٧٢ هَ
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Artinya: Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu 

mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; 

dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 

satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu 

menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa 

bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, 

padahal mereka mengetahui (QS.Ali Imran [3]: 75) 

 

Analisi pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi 

pembiayaan. Proses yang dilakukan oelh pelaksana (pejabat) pembiayaan ini 

adalah: 

a) Menilai kelayakan usaha calon peminjam. 

b) Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. 

c) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. 

Tujuan utama analisis permohonan pembiayaan adalah memperoleh 

keyakinan apakah customer mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi 

kewajiabnya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun margin, 

sesuai dengan kesepakatan dengan bank atau lembaga keuangan yang 

bersangkutan. 

4) Keputusan Pembiayaan 

Pada tahap ini, pihak lembaga keuangan, berdasarkan laporan dari 

pihak analisis pembiayaan memutuskan bahwa pengajuan pembiayaan yang 

diajukan oleh calon debitur diterima atau ditolak. 

5) Pelaksanaan dan Administrasi Pembiayaan 

Pada tahap ini, debitur harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang 

telah ditentukan pihak lembaga keuangan dan menyusun perjanjian berupa 

akad. 
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6) Supervisi Pembiayaan dan Pembinaan Debitur 

Tahap ini, merupakan tahap pengawasan dan pembinaan dari pihak 

lembaga keuangan terhadap debitur setelah debitur dikabulkan permohonan 

pembiayaannya.
43

  

E. Penilaian Kredit atau Pembiayaan 

  Penilaian kredit atau pembiayaan yang dimaksud adalah penilaian 

terhadap kelayakan terhadap kredit yang diajukan oleh anggota sebelum kredit 

diputuskan. Hasil dari penilaian adalah keputusan pemberian kredit atau 

pembiayaan yaitu untuk mengetahui seberapa jauh permintaan pembiayaan 

dapat dipercaya. Pertimbangan-pertimbangan pihak pemberi pinjaman 

sebelum memutuskan apakah akan memberikan pinjaman atau tidak.  

Penilaian kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada calon 

anggota harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Keamanan kredit (Safety) artinya harus benar-benar diyakini bahwa kredit 

atau pembiayaan tersebut dapat dilunasi. 

2. Terarahnya tujuan penggunaan kredit atau pembiayaan (Suitability) artinya 

bahwa kredit yang digunakan sejalan dengan kepentingan masyarakat atau 

sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 

3. Menguntungkan (Profitable) baik bagi pemberi pinjaman sendiri yang 

berupa penghasilan bunga maupun bagi anggota atau pengusaha kecil 

yaitu berupa keuntungan dan berkembangnya usaha.
44
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F. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah 

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa 

dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah 

yang dilakukan bank dalam usaha mengtasi permasalahan pembiayaan yang 

dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun 

mengalami kelsulitan pembayaran pokok dan/ kewajiban-kewajiban lainnya, 

agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.  

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam 

rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antra lain 

melalui:  

a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jdwal pembayaran 

kewajiban nasabah atau jangka waktunya 

b. Persayartan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau 

seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal 

pembayaran, jumlah amgsuran, jangka waktu dan/atau pemberian 

potongan sepanjang tidak menambah sis kewajiban anggota yang harus 

dibayarkan kepada bank.  

c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan 

pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara 

lain meliputi: 

1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank 

2. Konversi akad pembiayaan 
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3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syari’ah jangka waktu 

menengah 

4. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada 

perusahaan anggota.
45

 

G. Tinjauan Tentang Prinsip 5C 

a. Pengertian Prinsip 5C 

Memberikan suatu pembiayaan kepada calon debitur, suatu bank pasti 

mempunyai aturan-aturan dan tahapan pembiayaan yang harus dilaksanakan. 

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan 

menentukan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 

prinsip bagi syari’ah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib 

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan angoota 

yang mempercayakan dananya kepada bank.
46

 

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan di berikan kepada calon anggota, 

maka pihak lembaga harus mempunyai keyakinan bahwa pembiayaan yang 

akan diberikan kepada calon anggota akan benar-benar kembali. Keyakinan 

tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan 

tersebut disalurkan.
47

 Penilaian pembiayaan yang dilakukan oleh suatu 

lembaga dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan suatu 

keyakinan tentang anggotanya, seperti halnya melalui prosedur penilaian 
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yang benar-benar dan sungguh-sungguh, sehingga lembaga juga dapat 

mengantisipasi akan hal terjadinya pembiayaan bermasalah.  

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan 

suatu tindakan.
48

 Sedangkan 5C adalah alat ukur yang digunakan oleh suatu 

lembaga untuk menganalisis pengajuan pembiayaan dari anggota dengan 

melihat aspek (character, capacity, capital, collateral dan condition). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian prinsip 5C menjadi acuan 

penilaian baik secara kualitatif maupun kuantitatif bagi lembaga untuk bisa 

mendapatkan data-data yang diperlukan guna pemberian pembiayaan yang 

sehat efektif artinya mampu dilunasi oleh debitur pada waktu yang telah 

ditentukan.  

b. Dimensi 5C 

Untuk mendapatkan keyakinan bahwa calon anggota akan mampu 

melunasi kreditnya, maka analisis kredit harus dilakukan dengan pedoman 

pada prinsip dasar analisis kredit yaitu menggunakan prinsip 5C. Prinsip 5C 

sendiri terdiri dari: 

1. Character  

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. 

Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur dengan tjuan 

untuk mengetahui bahwa calon anggota mempunyai keinginan untp-uk 

memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas. Bank 

ingin meyakini willingness to repay dari calon debitur, yaitu keyakinan bank 
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terhadap calon debitur bahwa calon debitur mau memenuhi kewajibannya 

sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.  

Bank ingin mengetahui bahwa calon debitur mempunyai karakter 

yang baik, jujur mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit yang akan 

diterima dari bank. Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui 

Character calon debitur adalah dengan melakukan penelitian yang mendalam 

tentang calon dibitur.
49

  

Calon peminjam tidak boleh berpredikat penjudi, pencuri, pemabuk, 

pemakai narkoba atau penipu. Pendek kata calon peminjam haruslah 

mempunyai reputasi yang baik. Dalam prakteknya untuk sampai kepada 

pengetahuan bahwa calon peminjam tersebut mempunyai watak yang baik 

dan memenuhi syarat sebagai peminjam, tidaklah semudah yang diduga, 

terutama untuk peminjam/nasabah debitur yang baru pertma kalinya. Oleh 

karena itu, upaya “penyidikan” tentang watak ini pihak bank haruslah 

mengumpulkan data dan informasi-informasi dari pihak lain yang dapat 

dipercaya.
50

 

Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui Caharcter 

calon nasabah antra lain:  

1) BI Cheking  

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan BI Cheking, 

yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data 
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nasabah melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia. BI Cheking 

dapat digunakan oleh bank untk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, 

baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain. 

2) Informasi dari Pihak Lain 

Dalam hal calon anggota masih belum memiliki pinjaman di bank 

lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon anggota 

melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon anggota. 

Misalnya, mencari informasi tentang karakter calon anggota melalui tetangga, 

teman kerja, atasan langsung dan rekan usahanya.
51

 

2. Capacity  

Capacity adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usahnya 

guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan 

dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh 

mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya ecara tepat waktu, dri 

hasil usaha yang diperolehnya.
52

 Sehingga lembaga juga dengan mudah akan 

memberikan keputusan kepada calon anggota untuk menerima pembiayaan 

dari lembaga.  

Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan kuangan calon 

anggota dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syari’ah memberikan 

pembiayaan. Kemampuan keuangan calon anggota sangat penting karena 

merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemungkinan kualitas 
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pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank 

syari’ah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.
53

 

Untuk menegtahui sampai dimana Capacity calon peminjam, bank 

dapat memperolehnya dengan berbagai cara, misalnya terhadap nasabah yang 

sudah dikenalnya, tentu tinggal melihat-lihat dokumen, berkas-berkas, arsip 

dan catatan-catatan yang  ada tentang pengalaman-pengalaman kreditnya 

yang sudah-sudah. Informasi dari luar hanyalah sekedar tambahan saja terbata 

kepada hal-hal yang belum tersedia. Sdangkan dalam menghadapi “pendatang 

baru” biasanya dengan cara melihat riwayat hidup (biodata) termasuk 

pendidikan, kursus-kursus dan latihan-latihan lainnya yang pernah diikuti 

serta tak  kalah pentingnya dengan pengalaman kerja dimasa lalu.
54

 

Pengukuran capacity dapat dilakukan dengan melalui berbagai 

pendekatan, antara lain: 

1) Pendekatan historis, yaitu menilai Past Performance, apakah menunjukkan 

perkembangan dari waktu kewaktu.  

2) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para 

pengurus.  

3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mudharib 

mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan 

perjanjian pembiayaan dengan bank.  
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4) Pendekatan manajerial. Yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan 

ketrampilan Customer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam 

memimpin perusahaan. 

5) Pendekatan Teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon 

mudharib mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber 

bahan baku, peralatan-perlatan, mesin-mesin. Administrasi dan keuangan 

sampai pada kemampuan merebut pasar.
55

 

3. Capital  

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calo 

mudharib. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi 

kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa 

lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan 

menjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, 

misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga.
56

 

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek kredit perlu 

dianalisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang 

dimiliki oleh calon debitur atau dana yang akan disertakan dalam proyek yang 

dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki dan 

disertakan oleh calon debitur dalam objek pembiayaan akan semakin 

meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan 

kredit. 
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Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui capital antara lain: 

1) Laporan Keuangan Calon Anggota 

Dalam hal calon anggota adalah perusahaan, maka struktur modal ini 

penting untuk menilai tingkat debt to equity ratio. Perusahaan dianggap juat 

dalam menghadapi berbagai macam resiko apabila jumlah modal sendiri yang 

yang dimiliki cukup besar.  

2) Uang Muka  

Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam 

hal calon anggota adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, 

misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis Capital dapat 

diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon anggota, 

semakin meyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan yang akan disalurkan 

kemungkinan akan lancar.
57

 

4. Collateral  

Collateral adalah barang yang yang diserahkan mudharib sebagai 

agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral harus dinilai oleh 

bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban financial mudharib 

kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti 

kepemilikan dan status hukumnya.
58

 

Jaminan yang diberikan calon anggota baik yang bersifat fisik maupun 

non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.
59

 Bank 
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tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali 

untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. 

Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan 

adalah purnajual dari agunan yang diserahkan kepada bank. Bank syaria’ah 

perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon 

nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang, 

maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah 

diperjual belikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang purnajualnya 

bagus, resikonya rendah.
60

 

Jaminan mempunyai 2 fungsi yaitu, pertama untuk pembayaran utang 

seandainya debitur tidak mampu membayar dengan jalan 

menguangkan/menjual jaminan tersebut. Sedangkan fungsi kedua, sebagai 

akibat dari fungsi pertama ialah merupakan salah satu faktor penentu jumlah 

kredit yang dapat diberikan.
61

 

Secara perinci pertimbangan atas Collateral dikenal dengan MAST: 

1) Marketability  

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah 

diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu 

kewaktu. 

2) Ascertainability of value  

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti. 
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3) Stability of value 

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga 

ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa mengcover kewajiban debitur.  

4) Transferability  

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan dan mudah 

dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.
62

  

5. Condition  

Condition adalah menilai kredit dengan menilai kondisi ekonomi, 

sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan 

datang. Penilaian kondisi atau prospek baik, sehingga kemungkinan kredit 

tersebut bermasalah relatif kecil.
63

  

Sebagai contoh adakah peraturan pemerintah yang menghambat atau 

mendukung marketing (pemasaran) produknya, misalnya larangan atau 

dorongan ekspor. Contoh lain yang berkaitan dengan mode, apakah 

perusahaan calon peminjam dapat menyesuaikan produk-produknya dengan 

selera konsumen (up to date) atau telah ketinggalan jaman (out of mode). 

Kemudian bagi perusahaan musiman, kredit baru dapat diberikan pada waktu 

musimnya, misalnya kredit untuk pertanian, baru dapat diberikan pada 

beberapa saat sebelum musim penghujan, jangan berbulan-bulan sebelumnya 

atau kalausudah hampir kemarau.
64
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Analisis dialihkan pada kondisi sekitar secara langsung maupun tidak 

langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. Kondisi yang harus 

diperhatikan bank antara lain: 

a) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi pengembangan usaha calon 

nasabah.  

b) Kondisi usaha calon nasabah, perbandinganya lokasi lingkungan wilayah 

usahanya. 

c) Keadaan pemasaran dari hasil usahanya. 

d) Prospek usaha dimasa yang akan datang. 

e) Kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi prospek industri dimana 

perusahaan calon nasabah terkait didalamnya.
65

  

Kondisi ekonomi yang perlu disorotio mencangkup ha-hal sebagai 

berikut:  

1) Pemasaran: kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perusahaan 

mode, bentk persaingan, peranan barang substitusi dan lain-lain. 

2) Teknis produksi : perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku, dan 

cara penjualan dengan sistem cash atau pembiayaan. 

3) Peraturan pemerintah : kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang 

dihasilkan. Misalnya, larangan peredaran jenis obat tertentu.
66
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c. Landasan Hukum Prinsip 5C 

Undang-undang perbankan secara langsung tidak ada mengatur 

tentang prinsip 5C ini, akan tetapi Undang-Undang mengatur tentang prinsip 

kehati-hatian ( Prudent Banking Princples). Prinsip ini adalah suatu asas yang 

menyatakan bahwa bank atau lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan 

fungsi dan kegiatan usahnya wajib bersikap hati-hati dalam rangka untuk 

melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.
67

 

Terdapat satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit 

mnegandung substansi prinsip kehati-hatian, yaitu pasal 29 ayat 2,3 dan 4 UU 

Nomor 10 Tahun 1998. Berikut bunyi pasal 29 UU no. 10 tahun 1998.
68

   

a) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 

kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, reabilitas, 

solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan 

wajib melakukan usaha dengan prinsip kehati-hatian. 

b) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah 

dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara 

yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang 

mempercayakan dananya kepada bank.  

c) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai 

kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi 

nasabah yang dilakukan melalui bank.  
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Dalam Alqur’an , Surat Al-Maidah ayat 92 dijelaskan bagaimana kita 

harus berhati-hati dalam melakukan segala tindakan: 
69

   

َّٱ طِٛعُٕأَْأَ َٕنَٛۡ فَئٌِ رَزُٔاْۚحۡٱَٔ نسَسُٕلَٱ َٔأَطِٛعُٕاْ نهَ ٕٓعۡٲفَ تُىۡتَ ًُ ًَب اْهَ  أَََ

ٍُنۡٱ غُجَهَٰنۡٱ زَسُٕنَُِب عَهَٰٗ   ٩٢ ًُجِٛ

Artinya : “Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada 

Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa 

sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat 

Allah) dengan terang.” (QS Al-Maidah ayat 92).  

 

H. Latar Belakang Prinsip Kehati–Hatian Lembaga Perbankan dalam 

Pemberian Kredit 

1. Penjelasan Prinsip Kehati-hatian  

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau orinssip yang menyatakan 

bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap 

hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan 

padanya.
70

 

Dalam rangka penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan dan 

kepada masyarakat atau kepada calon anggota untuk kepentingan 

pembiayaan, maka setiap bank diwajibkan untuk melakukan prinsip kehati-

hatian dalam menyalurkan perkreditannya. Hal ini didasarkan karena resiko 

yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian kredit sebagai usaha utama 

bank. Selain itu kegegalan dibidang kredit dapat berakibat pada 

terpengaruhnya kesehatan dan kelangsungan usaha bank itu sendiri. 

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan 
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salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada akhirnya 

akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro.
71

 Jadi pada 

intinya semua lembaga keuangan itu wajib menggunakan prinsip kehati-

hatian guna mencegah akan terjadinya pembiayaan bermasalah. Meskipun 

pembiayaan yang akan dikeluarkan dengan jumlah yang cukup besar jika 

lembaga menggunakan prinsip kehati-hatian maka hal tersebut akan lebih 

berdampak positif.  

2. Ruang Lingkup Prinsip Kehati-hatian 

Setiap bank senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (Prudential 

banking) dalam pemberian kredit. Prinsip kehati-hatian tersebut dimuat dan 

ditetapkan secara jelas didalam kebijakan pemberian kredit yaitu meliputi 

sebagai berikut: 

1) Kebijakan pokok dalam perkreditan yang memuat pokok-pokok mengenai:  

a) Tata cara pemberian kredit yang sehat 

b) Pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan bank 

c) Pemberian kredit kepada debitur-debitur besar tertentu 

d) Pemberian kredit yang mengandung resiko yang tinggi 

e) Pemberian kredit yang perlu dihindari 

2) Tata cara penilaian kualitas kredit 

Yaitu penilaian kualitas kredit harus berdasarkan pada suatu tata cara 

yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas kredit 

atau bisa disebut dengan keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok 
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yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia. 

3) Profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan 

Dalam kebijakan pemberian kredit dinyatakan bahwa semua pejabat 

bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota-anggota Dewan 

Komisaris dan Direksi sekurang-kurangnya harus: 

a) Melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara 

jujur, obyektif, cermat dan seksama. 

b) Menyadari dan memahami sepenuhnya tentang pasal 49 ayat 2 Undang-

Undang Perbankan serta menunjukkan diri dari perbuatan-perbuatan 

sebagimanan disebutkan dalam pasal tersebut.
72

 

Pada dasarnya setiap lembaga keuangan bahkan Bank Indonesia 

sekalipun dalam mementukan pemberian pembiayaan harus di dasari dengan 

prinsip kehati-hatian, dan sudah banyak dijelaskan juga pada perundang-

undangan yang membahas tentang prinsip kehati-hatian dalam memutuskan 

pembiayaan. Guna mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dan 

mencegah terjadinya hal negatif untuk lembaga sendiri. Oleh karena itu 

sebelum memutuskan akan memberikan pembiayaan kepada anggota pihak 

lembaga juga harus menimbang dengan menggunakan prinsip kehati-hatian 

tersebut.   
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I. Keputusan Pembiayaan 

Pada tahap ini, pihak lembaga keuangan berdasarkan laporan dari 

pihak analisis pembiayaan memutuskan bahwa pengajuan pembiayaan yang 

diajukan oleh calon debitur diterima atau ditolak, surat penolakannya 

biasanya secara tertulis dengan disertai beberapa alasan secara diplomatis 

namun cukup jelas.
73

 

Atas dasar laporan hasil analisi pembiayaan, pihak pemutus 

pembiayaan yaitu seorang pejabat yang ditunjuk atau pejabat-pejabat yang 

mempunyai wewenang memberikan pembiayaan dapat memutuskan apakah 

pemohonan pembiayaan tersebut layak untuk dikabulkan atau tidak. Jika 

permohonan tersebut harus ditolak, maka isi surat penolakan tersebut 

biasanya bernada diplomatis, tetapi cukup jelas. Apabila permohonan tersebut 

layak untuk dikabulkan (seluruhnya atau sebagian), segera pula dituangkan 

dalam Surat Keputusan Pembiayaan yang biasanya disertai dengan syarat-

syarat tertentu yang telah ditentukan oleh pihak lembaga yang 

bersangkutan.
74

 Adapun surat tersebut berisi sebagai berikut:  

d. Nama dan alamat perusahaan/lembaga 

e. Nama dan alamat pemimpin 

f. Jenis pembiayaan 

g. Tujuan kegunaan pembiayaan 

h. Tempo/ jangka waktu 
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i. Cara penarikan dan cara pengambilan 

j. Tingkat bagi hasil 

k. Masa tenggang 

l. Jaminan dan syarat lainnya 

Diakhir surat trsebut dicantumkan tandatangan dan nama jelas, 

keputusan pembiayaan dilengkapi tempat dan tanggal penandatanganannya. 

Pemutus pembiayaan adalah seseorang pejabat atau komite yang 

khusus diberi wewenang untuk tugas tersebut. Kewenangan memtuskan 

seseorang belum tentu sama dengan yang lainnya, tergantung tingkat jabatan, 

kedudukan dan pangkatnya. Untuk pembiayaaan-pembiayaan yang relatif 

besar, keputusan pembiayaan biasanya dipegang oleh pimpinan atau direksi 

lembaga tersebut, bahkan mungkin diputus oleh lebih dari satu orang pemutus 

yang merupakan komite atau panitia pemutus, termasuk disini kemungkinan 

melibatkan anggota komisaris dari lembaga tersebut. 
75

 

J. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Cicin Suryani
76

 yang bertujuan 

untuk mengetahui kelayakan keputusan bank dalam pemberian pembiayaan di 

bank syari’ah, selanjutnya untuk mengetahui cara menganalisa pemberian 

pembiayaan nasabah di bank BRI Syari’ah dan untuk mengetahui kelayakan 

keputusan bank terhadap pemberian pembiayaan modal kerja pada Bank BRI 
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syariah KCP Setiabudi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  

Hasil penelitian ini secara umum penilaian analisa kelayakan 

keputusan bank terhadap produk pembiayaan (mikro iB) cukup dirasakan 

baik, pemberian pembiayaan dirasa tepat sasaran, dari jumlah peningkatan 

nasabah terlihat bahwa jumlah banyak pada produk (mikro iB). Penilaian 

analisa kebutuhan modal kerja tidak begitu optimal karena tidak dijadikan 

acuan dalam keputusan pemberian pembiayaan, dimana kebutuhan modal 

kerja menjadi keputusan besar yang diharapkan oleh nasabah untuk 

memenuhi seluruh kebutuhan kegiatan usahanya. Penilaian resiko untuk 

usaha pertanian, tidak begitu optimal dilakukan sehingga produk mikro iB ini 

mayoritas nasabah yang terhambat pembayaran angsuran terbanyak, sekaligus 

menjadi jenis usaha terbanyak yanag ada pada BRI Syari’ah KCP Setiabudi.  

Perbedaan dari penelitian cicin Suryani dan penelitian saat ini yaitu 

dari kedua permasalahan tersebut sebenarnya sangat jauh dari persamaan 

akan tetapi ada sedikit persamaan antara penelitian saya dengan dengan 

penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas keputusan pemberian 

pembiayaan.  

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ulul Hidayati Rofi’ah
77

 yang 

bertujuan untuk menganalisis kelayakan nasabah terhadap pemberian 

pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung, 

dan faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam pemberian pembiayaan 
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 Ulul Hidayati Rofi’ah, Analisis Kelayakan Nasabah  dalam Pemberian Pembiayaan 

Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung, ( Tulungagung: Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, 2014).  



52 
 

 

Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung. Penelitian 

dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh penerapan analisis kelayakan nasabah 

dengan faktor 5C dan 7P (Personality, Party, Perpose, Prospect, Payment, 

Profitability dan Protection). Metode analisis ini yanag digunakan dalam 

penelitian yaitu menggunakan uji reabilitas, uji validasi,  uji normalitas data, 

uji regresi linier berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. 

Hasil penelitian ini terdapat hubungan yang linier atau mempunyai 

nilai signifikan antara analisis kelayakan nasabah dengan faktor 5C dan 7P 

terhadap pemberian pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia 

KCP Tulungagung. Hasil analisis ke dua dapat disimpulkan bahwa diantara 

kedua belas faktor yaitu 5C dan 7P tersebut yang paling berpengaruh terhadap 

pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung 

adalah faktor Condition dan Capital.  

Adapun perbedaanya dengan penelitian ini adalah jika penelitian dari 

Ulul Hidayati Rofi’ah yaitu meneliti juga menggunakan 7P dan juga 

meneliti tentang pembiayaan mudharabah, sedangkan dalam penelitian saat 

ini hanya meneliti tentang 5C dan meneliti tentang keputusan pemberian  

pembiayaan murabahah. 

Adapun persamaanya dengan penelitian ini adalah sama-sama 

menguji analisis 5C dan sama sama juga meneliti tentang pemberian 

pembiayaan.  
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Penelitian terdahulu dilakukan oleh Azili
78

, metode penelitian yang 

digunakan bersifat deskriptif analisis dengan jenis field research. Peneliti 

menggambarkan prosedur pembiayaan ..mikro dan menganalisis strategi yang 

digunakan BJB Syariah KCP Singaparna dalam menganalisis kelayakan 

pembiayaan mikro. Hasil dari penelitian ini, yaitu prosedur pembiayaan 

mikro terdapat lima tahap, tahap permohonan pembiayaan, tahap analisis 

pembiayaan, tahap pemberian keputusan pembiayaan, tahap pencarian/akad 

pembiayaan, dan tahap pemantauan pembiayaan. Analisis kelayakan 

pembiayaan mikro menggunakan konsep 5C dengan lebih menekankan aspek 

character, capacity, dan collateral.  

 Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh azili dan penelitian 

saat ini yaitu, pada penelitian Azili membahas mengenai prosedur 

pembiayaan mikro, sedangakn penelitian saat ini yaitu membahas tentang 

keputusan pemberian pembiayaan murabahah. Dan persamaan dari penelitian 

yang dilakukan oleh Azili dan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas 

prinsip 5C dalam menganalisis pembiayaan. 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Refan Erdi
79

 yang bertujuan untuk 

mengetahui bagai mana penerapan prinsip 5C terhadap pengambilan 

keputusan kredit pada PT. BPR Nguter Surakarta dan apakah alasan 

penerapan 5C dalam pengambilan keputusan.  
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Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan wawancara dan observasi. Dan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Refan Erdi yaitu dalam penerapan prinsip 5C terhadap pengambilan 

keputusan kredit pada PT. BPR Nguter Surakarta lebih menerapkan prinsip 

character, Collateral dan Capital, sedangkan prinsip lainnya yaitu Capacity, 

Condition digunakan sebagai pendukung untuk menguatkan data calon 

debitur. Dan alasan mengapa prinsip 5C diperlukan dalam pengambilan 

keputusan kredit yaitu karena tingkat Non Performing Loan pada PT BPR 

mengalami kenaikan tiap bulannya yang didukung karena adanya kenaikan 

jumlah nasabah yang cukup besar tiap bulannya. Oleh karena itu, prinsip 5C 

harus diterapkan semaksimal mungkin agar dapat selektif  dalam menilai 

calon debitur sehingga dapat menekan kredit yang bermasalah/ menekan 

tingkat NPL, semaksimal mungkin.  

Perbedaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini yaitu, 

penelitian terdahulu membahas tetang bagaimana menerapkan prinsip 5C 

dalam memberikan keputusan pemberian kredit sedangkan dalam penelitian 

saat ini yaitu tentang bagaimana peranan penilaian prinsip 5C dalam 

keputusan pemberian pembiayaan murabahah. Dan persamaannya atntara 

keduanya yaitu sama-sama membahas tentang 5C dan sama-sama membahas 

tentang keputusan pemberian kredit. 
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Penelitian terdahulu dilakukan oleh Lailiyah
80

, penelitian ini 

membahas mengenai prinsip 5C dalam meminimalisir resiko yang terjadi. 

Hasil dari penelitian ini adalah prinsip 5C ini pada prakteknya hanya 

diterapkan sebatas apakah debitur mempunyai agunan yang besar atau tidak. 

Hal ini akan berimbas pada skala besar pembangunan nasional terutama 

pembangunan ekonomi Indonesia.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lailiyah dengan penelitian 

saat ini yaitu, penelitian pada saat ini menambahkan variabel keputusan 

pemberian pembiayaan murabahah dan persamaan dari penelitian saat ini dan 

penelitian yang dilakukan oleh lailiyah yaitu sama-sama membahas tentang 

analisis 5C.  

K. KERANGKA KONSEPTUAL 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori terhubung dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai 

masalah yang penting.
81

 Kerangka berfikir ini berguna untuk mempermudah 

dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengalahkan penelitian 

pada suatu pemechan masalah yang sendang dihadapi, maka penulis membuat 

kerangka pemikiran, yaitu: 
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GAMBAR 2.1 

Sekema Kerangka Konseptual 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

Analisis penilaian terhadap prinsip 5C yang pada akhirnya menjadi 

landasan bagi KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung sebelum 

memtuskan kelayakan calon anggota untuk menerima pembiayaan yang akan 

dikeluarkan oleh lembaga. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui 

bagaimanan analisis penilaian prinsip 5C ini terhadap keputusan pemberian 

pembiayaan dan bagaimana implementasi atau penerapan prinsip 5C tersebut 

dalam keputusan pemberian pembiayaan murabahah yang akan diputuskan 

oleh lembaga. Dan dari prinsip 5C tersebut manakah yang paling berperan 

atau manakah yang paling sering digunakan dalam pengambilan keputusan 

pemberian pembiayaan murabahah kepada calon anggota.  
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